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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis

pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah

terhadap BUMN yang mengalami kepailitan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi 3 yakni,

pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan

pertanggungjawaban administrasi. Dalam hal BUMN yang mengalami

kepailitan maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan

terjadinya kepailitan tersebut. Dalam konteks kepailitan pada BUMN

maka pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban perdata,

sehingga tanggung jawab Pemerintah (selaku pemegang saham BUMN)

terhadap BUMN yang mengalami kepailitan yakni hanya sebatas nilai

saham yang dimiliki oleh pemerintah atau senilai modal yang berasal

dari keuangan negara yang dipisahkan. Namun apabila dalam konteks

kepailitannya disebabkan karena perbuatan melawan hukum maka

pertanggungjawaban hukumnya akan mengikuti perbuatan melawan

hukum yang seperti apa yang harus ditanggung oleh pelaku, jika

perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur pidana maka pelaku

dapat dipidana, namun jika perbuatan melawan hukum yang dimaksud

secara administratif maka pelaku akan terkena sanksi administratif.
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2. Ketika BUMN mengalami kepailitan maka nilai saham yang dimiliki

oleh Pemerintah menjadi rusak atau modal yang berasal dari keuangan

negara yang dipisahkan menjadi berkurang atau hilang, sehingga

kepailitan dalam BUMN dinilai menyebabkan kerugian keuangan

negara. Kendala dalam mempertanggungjawabkan BUMN yang

mengalami kepailitan yakni kerugian keuangan negara yang disebabkan

oleh pailitnya BUMN tidak dapat dikembalikan. Berbeda dengan tindak

pidana korupsi, dimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat

tindak pidana korupsi.

3. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala

dalam mempertanggungjawabkan BUMN yang mengalami kepailitan

yakni dengan memaksimalkan peran Pemerintah, mulai dari

pengangkatan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang

profesional, sesuai dengan peraturan dan juga memilih orang yang

berkompeten, kemudian teliti dan berhati-hati dalam membuat

keputusan atau peraturan terkait dengan BUMN, melakukan

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, restrukturisasi,

revitalisasi, privatisasi, dan holding BUMN dalam rangka untuk
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efektivitas kinerja BUMN sehingga BUMN menjadi lebih produktif dan

dapat terhindar dari kepailitan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan sampai dengan kesimpulan di atas, maka saran

yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Profesional (tidak didasari oleh kepentingan pribadi/politik) dan selektif

dalam pemilihan Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas, karena

Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas memiliki peranan yang

sangat penting dalam menjalankan BUMN. Kemudian juga melakukan

pengawasan terhadap kinerja Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas.

2. Berhati-hati dan bijaksana dalam membuat keputusan terkait dengan

BUMN baik dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan,

peraturan menteri, keputusan menteri, maupun dalam membuat

keputusan pada saat RUPS atau membuat keputusan perusahaan.

3. Memaksimalkan peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan

melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran,

restrukturisasi, revitalisasi, privatisasi, dan holding BUMN jika

diperlukan dalam rangka efektivitas BUMN supaya BUMN menjadi

lebih produktif, sesuai dengan tujuan didirikannya BUMN dan terhindar

dari kerugian dan bahkan kepailitan.
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